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BAB V 

PENUTUP 

5. 1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang 

kesimpulan skripsi yang membahas praktek lahi kawin di Kelurahan 

Mampun, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, dapat dirangkum 

sebagai berikut: 

1) Praktek lahi kawin di Kelurahan Mampun merupakan bentuk 

perkawinan tanpa peminangan dan sepengetahuan orang tua, yang 

terbagi menjadi dua jenis: lahi kawin suka sama suka dan lahi kawin 

paksaan. Praktek ini dilakukan untuk menghindari adat nyasat, yang 

memerlukan biaya besar dan persetujuan keluarga. Seiring waktu, 

aturan lahi kawin mengalami perubahan, terutama dalam kewajiban 

membayar denda. 

2) Dampak praktek lahi kawin di Kelurahan Mampun, sering terjadi 

akibat sulitnya proses peminangan secara adat. Meski dianggap sah 

menurut agama, praktek ini melanggar hukum negara, terutama 

terkait batas usia perkawinan. Dampak yang timbul mencakup aspek 

hukum, sosial, ekonomi, psikologis, spiritual, serta status hukum 

anak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk 

mempertimbangkan konsekuensi negatifnya sebelum melakukan 

lahi kawin. 

3) Tinjauan hukum islam terhadap praktek lahi kawin melanggar asas-

asas perkawinan dalam Islam, terutama terkait ridha wali, 

keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan. Dampaknya mencakup 

ketidakpastian hukum, konflik keluarga, kesulitan ekonomi, serta 

stigma sosial. Selain itu, perkawinan yang tidak dicatatkan berisiko 

kehilangan hak-hak perdata, seperti pengakuan status anak dan hak 

waris. Oleh karena itu, lahi kawin tidak sejalan dengan prinsip 
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perkawinan yang sah dan berpotensi menimbulkan konsekuensi 

hukum dan sosial yang serius. 

5. 2. Saran 

1) Edukasi tentang perkawinan yang sah penting untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi 

muda, tentang pentingnya mengikuti prosedur perkawinan yang 

sah menurut hukum dan agama. Penyuluhan yang melibatkan 

tokoh adat, KUA, dan pihak terkait harus menekankan aspek 

moral, agama, dan dampak negatif perkawinan dibawah umur 

atau yang tidak sesuai ajaran Islam. 

2) Penegakan hukum adat dan formal perlu menghidupkan kembali 

sanksi adat terhadap pelaku lahi kawin untuk mencegah praktek 

ini dan menjaga harmoni masyarakat. Selain itu, pihak KUA dan 

pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi perkawinan 

dibawah umur dan membantu pengurusan isbat nikah pasangan 

yang sudah telanjur menikah melalui lahi kawin. 

3) Peran orang tua orang tua diharapkan lebih terbuka terhadap 

pilihan anak dalam mencari pasangan hidup serta meningkatkan 

komunikasi untuk menghindari jalan pintas seperti lahi kawin. 

Mereka juga perlu dilibatkan dalam penyuluhan tentang dampak 

negatif lahi kawin pada kesejahteraan anak. 

4) Dukungan ekonomi faktor ekonomi, seperti tingginya biaya 

hantaran, menjadi pendorong lahi kawin. Pemerintah daerah dan 

lembaga adat dapat menetapkan standar hantaran yang wajar 

serta mengadakan program pelatihan ekonomi bagi pasangan 

muda agar mereka lebih siap membangun rumah tangga. 

5) Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan dan Sosial, seperti 

universitas, dapat berkontribusi melalui program KKN untuk 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kerjasama dengan 

BKKBN dan Kementerian Agama juga dapat memperkuat edukasi 
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berkelanjutan tentang perkawinan, kesehatan reproduksi, dan 

perencanaan keluarga.
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